PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 21 TAHUN 2019

PERSETUJUAN PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang

bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan
dalam rangka mendukung pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah serta
peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna
mensejahterakan masyarakat;

bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai
pemilik  Badan Usaha  Milik Daerah
bertanggung jawab akan penguatan
kelembagaan dan  penguatan  struktur
permodalan guna peningkatan pelayanan
kepada masyarakat;

bahwa berdasar ketentuan Pasal 41 ayat (5)
Undang-Uandang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 78
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

SALINAN



Mengingat

Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal
23 Desember 2019 maka perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Brebes.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Paemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Nfegara Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



10.

11.

12.

13.

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang—Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang  Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor



Menetapkan

KESATU

KEDUA

305, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6173);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019

tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5385);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor

10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor
14A);

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik
Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati
Brebes untuk dapat ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya. .



KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Brebes _
Pada tanggal 23 Desember 2019
PIMPRNA KABUPATEN BREBES

Tembusan:

1.

oo e

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Bupati Brebes;

Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.





